
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang 
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melindungi moral dan budaya masyarakat 
serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan 
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan 
penjualan minuman beralkohol, perlu melakukan 
perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol; 

Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 06/M-DAG/PER/ 1/2015 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 
NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN 
MINUMAN BERALKOHOL 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
U ndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5512); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3747); 

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
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PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! 
PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, 
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol; 

21. Peratura n Menteri Perdagangan Nomor 
72/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol. 

Nomor 
diubah 
Menteri 
ten tang 

18. Peraturan Menteri Perdagangan 
27 /M-DAG/PER/5/2012 sebagaimana telah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012 
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pernbinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern; 

Perdagangan Nomor 
tentang Ketentuan Umum di 

16. Peraturan Menteri 
54/M-DAG/PER/9/2009 
Bidang Impor; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M- 
DAG/PER/8/2012; 

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2014 [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 25); 

15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
190); 

Menetapkan 
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(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku SKP-A untuk 
minimarket dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak 
berlaku. 

(2) Pengecer Minuman Beralkohol skala minimarket dan pengecer 
lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah menarik 
produk Minuman Beralkohol golongan A dari peredaran. 

Pasal II 

(7) Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat 
dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, 
perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan 
dokumen persyaratan: 
a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor 

se bagai Pengecer; 
b. fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 
c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab 

Perusahaan;dan 
e. pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan 

A. 

Pasal 22 

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah dan ayat (8) dihapus 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman 
Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan 
hypermarket. 

Pasal 14 

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 
Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol diubah sebagai berikut: 

Pasall 
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LASMININGSIH 
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RACHMAT GOBEL 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di : Jakarta 
pada tanggal : 16 Januari 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal III 


